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ABSTRAK 
 

Dara Mitra Permatasari, 201710115023, Perlindungan Hukum Preventif 

Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Sengketa Merek 

I AM Geprek Bensu) 

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. 

Pelaksanaan sistem perlindungan hukum preventif terhadap merek di Indonesia 

berperan penting dalam suatu produk barang dan/atau jasa pada perusahaan 

perdagangan. Pemilik merek suatu perusahaan berhak mendapatkan perlindungan 

khusus. Tetapi, didalam Undang-Undang Merek yang merupakan satu-satunya 

dasar hukum mengenai merek belum mengatur secara lebih jelas mengenai 

perlindungan hukum preventif serta pelanggaran terhadap suatu merek dilakukan 
dengan memasang merek, logo, serta bahan merenyerupai dengan merek yang 

asli. Pelanggaran merek ini disebut dengan Passing Off. Hal ini belum diatur 

secara khusus dalam Undang-undang Merek mengenai Passing Off. Sehingga, hal 

ini belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dikualifikasikan secara 

kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan teknik 

pengumpulan data sekunder dan dipaparkan secara deskriptif kualitatif. 

Indonesia menganut sistem pendaftaran merek dengan sistem konstitutif atau 

disebut dengan sistem first to file. Dengan asas konstitutif ini barang siapa yang 

mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek maka dialah yang berhak 

atas merek tersebut. Serta, Passing Off tidak pernah dipergunakan dalam 

penyelesaikan kasus pelanggaran reputasi di Indonesia. Tetapi, terdapat dasar 

hukum untuk melaksanakan hal tersebut di Indonesia. Pasal 7 Undang-undang 

Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa ― pelaku usaha : (a) harus melakukan 

usahanya dengan itikad baik..‖ 

 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Preventif, Merek Dagang Di Indonesia 
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ABSTRACT 

 

Dara Mitra Permatasari, 201710115023, Preventive Legal Protection of 

Trademarks in Indonesia Based on Law Number 20 Year 2016 Concerning 

Trademarks and Geographical Indications (Case Study of Brand Dispute I AM 

Geprek Bensu) 

Preventive legal protection is protection provided by the government with the aim 

of prevent before a violation occurs. The implementation of a preventive legal 

protection system for trademarks in Indonesia plays an important role in a 

product and/or service in a trading company. The owner of a brand of a company 

is entitled to special protection. However, in the Trademark Law, which is the 

only legal basis for trademarks, it does not regulate more clearly regarding 

preventive legal protection and Violations of a brand are carried out by installing 

brands, logos, and materials similar to the original marks. This brand 

infringement is known as Passing Off. This has not been specifically regulated in 

the Trademark Law regarding Passing Off. Thus, this cannot be considered a 

violation. 

This research is a normative legal research that is qualitatively qualified, using a 

statutory approach and a conceptual approach as well as a case approach. The 

legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and 

tertiary legal materials, with secondary data collection techniques and presented 

in a qualitative descriptive manner. 

Indonesia adheres to a trademark registration system with a constitutive system 

or the so-called first to file system. With this constitutive principle, whoever has 

the mark registered in the General Register of the Trademark Office, he is the one 

who has the right to the mark. Also, Passing Off has never been used in resolving 

reputation violation cases in Indonesia. However, there is a legal basis for doing 

so in Indonesia. Article 7 of the Consumer Protection Law states that business 

actors must conduct their business in good faith. 

 

 

Keywords: Preventive Legal Protection, Trademark In Indonesia  
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